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 2020 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 23/PL.03-

Kpt/3218/Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19. 

  

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-

Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 

2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, yang menetapkan penundaan 

beberapa Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. 

 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang 

Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya 

Pencegahan Penyebaran COVID-19, yang meminta KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dengan 

menerbitkan keputusan penetapan penundaan, setelah didahului koordinasi dengan 

Bawaslu setempat dan pihak-pihak terkait. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 

b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran 

tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 

2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.  

 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Adalah : 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 



Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

818) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, 

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis 

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas 

Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang 

Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-

19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 

2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pangandaran Nomor :  236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang 

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 243/PL.01.5-

Kpt/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang 

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. 

 

   

                          dan . . . 

 



Dalam Keputusan KPU nomor 23/PL.03-Kpt/3218/Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur 

tentang : 

Penetapan penundaan tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran 

Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19, sebagai berikut : 1. 

Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran 

Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Penundaan Tahapan 

terdiri dari: 1. Pelaksanaan Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang 

belum dilaksanakan, setelah penetapan hasil verifikasi administrasi dan kegandaan 

dokumen dukungan bakal calon perseorangan; 2. Pembentukan Petugas 

Pemutakhiran Daftar Pemilih; 3.Pelaksanaan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar 

Pemilih. 

. 

 Catatan :  - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 

2020. 

     


